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Menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur
bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan oleh pasangan
calon suami isteri. Akan tetapi karena kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai pembuatan
perjanjian perkawinan, maka banyak pasangan suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan setelah
perkawinan dilangsungkan dengan alasan permohonan perlindungan Hukum terhadap harta pribadi masing-
masing terkait resiko tanggung jawab pekerjaan atau berakhirnya perkawinan karena suatu perceraian. Di
dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian analitis
deskriptif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang berupa studi kepustakaan dan
studi terhadap penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 2173/Pdt.P/2012/PNJkt. Tim. Penelitian
ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan Penetapan
Pengadilan tersebut, mengingat bahwa permohonan Penetapan perjanjian perkawinan setelah perkawinan
dilangsungkan bertentangan dengan ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Dari hasil penelitian ini penulis mengambil kesimpulan bahwa Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 01 Tahun 1974 adalah satu-satunya peraturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur
mengenai pembuatan perjanjian perkawinan, namun atas dasar-dasar pertimbangan hukum Hakim yang
penulis uraikan dalam penelitian ini maka Hakim mengabulkan permohonan pasangan suami isteri Junaida
dan Kazuo Sawachi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor :
2173/Pdt.P/2012/PNJkt.Tim., dan setelah tanggal ditetapkannya maka penetapan Pengadilan tersebut dapat
dijadikan sebagai dasar hukum dalam menjalankan pemisahan harta bersama di dalam perkawinan mereka.
Under the terms of Article 29 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage, it is stipulated that a
prenuptial agreement shall be made on or before the performance of the marriage by the bride and groom.
However, because of the lack of public knowledge regarding the creation of a prenuptial agreement, many
married couplesin Indonesia enter into a prenuptial agreement after the marriage takes place on the grounds
of legal protection of each of their personal properties associated with occupational responsibility risks or
the dissolution of a marriage by divorce. In this study, the author used the juridical normative research
method with the descriptive analytical research type. The data used is secondary data, i.e. datain the form of
literature studies and studies on the Court Order of the East Jakarta District Court No.
2173/Pdt.P/2012/PNJkt.Tim. This study was conducted to determine and analyze the basis of the judges
considerations in determining the aforementioned Court Oder, given that the petition of the Court Order to
legitimize the prenuptial agreement after the officiation of the marriage was contrary to the provisions of
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Article 29, paragraph (1) of Law Number 01 Y ear 1974 on Marriage. From the result of thisresearch, the
author concludes that Article 29 of Law Number 1 of 1974 isthe only rule in Indonesia that regulates the
creation of prenuptial agreements. Nevertheless, on the grounds of the legal considerations of the judge that
the author describes in this research, the judge granted the request of the couple Junaida and Kazuo Sawachi
through East Jakarta District Court Order Number 2173/Pdt.P/2012/PNJkt. Tim., and after the date of its

enactment, the aforementioned court order may be used as alegal basisin the dividing of the joint property
in their marriage.



